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	Nomor    
	:
	
	Padang, 27 Agustus 2025

	Lampiran  
	:
	1 (Satu) Berkas
	

	Hal           
	:
	Penyampaian Permasalahan Hukum
	



Kepada Yth.
Ketua Muda Pembinaan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di 
Tempat

Dengan hormat,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menindaklanjuti surat Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/KM.BIN/HK2/VII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Permohonan Penyampaian Permasalahan Hukum, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Permasalahan hukum yang timbul di tingkat Judex Facti dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang beserta konsep jawaban atas masing-masing permasalahan hukum dimaksud (terlampir).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	
	Wassalam

	
	Wakil Ketua

	
	

Drs Alaidin, M.H.


Tembusan:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Y.M. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI;
4. Y.M. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung
7. Arsip







PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL DI TINGKAT JUDEX FACTI DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. Pelaksanaan lelang KPKNL dan gugatan PMH
[bookmark: _Hlk207116115]Lelang oleh KPKNL telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dan barang telah terjual. Namun pihak menggugat dengan alasan bahwa nilai jual barang lelang jauh di bawah harga pasar, meskipun harga ditetapkan oleh ketua berdasarkan hasil kerja penilai/pejabat penaksir yang berwenang. Dalam praktik, putusan hakim tingkat pertama masih beragam: ada yang mengabulkan dan ada yang menolak gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Untuk itu diperlukan unifikasi pertimbangan hukum melalui rumusan hukum rapat pleno kamar.
Rumusan hukum (usulan) untuk rapat pleno - Perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap hasil lelang:
A. Dalam sengketa PMH yang menantang hasil lelang oleh KPKNL, pengadilan harus menilai:
a) apakah prosedur penetapan harga oleh penilai/penaksir telah dipatuhi sesuai aturan;
b) apakah terdapat bukti objektif bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan atau unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian nyata bagi debitur; dan
c) apakah selisih harga yang diklaim sebagai tidak wajar dapat dibuktikan dengan data pasar yang relevan pada saat penetapan harga.
B. Pembuktian selisih harga pasar harus bersifat objektif dan aktual (misalnya pada data transaksi sejenis, laporan penilaian independen). Klaim semata berdasarkan asumsi atau perbandingan umum pasar tidak cukup untuk membatalkan hasil lelang.
C. Jika prosedur penetapan harga telah dipenuhi dan tidak ada bukti penyalahgunaan kewenangan atau unsur kesengajaan/kelalaian yang nyata, gugatan PMH harus ditolak. Dengan kata lain, keberatan atas rendahnya harga jual tidak otomatis memenuhi unsur PMH tanpa bukti konkret.

2. Batas waktu tuntutan nafkah madhiyah (lampau) istri dan anak
Perlu ada aturan yang membatasi masa tuntutan nafkah lampau. Tanpa batas waktu, tuntutan dapat diajukan bertahun-tahun ke belakang, hal ini membuka peluang klaim fiktif, menyulitkan pembuktian, dan melanggar asas kepastian hukum. Selain itu, diamnya pihak istri dalam jangka lama dapat dianggap sebagai kerelaan sehingga mempengaruhi asas keadilan. Untuk keseimbangan hak dan kewajiban serta kemudahan pembuktian, batas waktu tuntutan dipandang perlu.
Rumusan aturan (usulan) - batas waktu tuntutan nafkah madhiyah:
1. Tuntutan nafkah madhiyah (lampau) untuk istri dan/atau anak dibatasi paling lama 2 (dua) tahun sejak saat kewajiban nafkah berakhir atau sejak penggugat mengetahui adanya wanprestasi.
2. Dalam hal bukti tertulis atau saksi tidak tersedia untuk periode yang lebih lama, tuntutan pada periode tersebut dapat ditolak demi kepastian dan pemerataan pembuktian.
3. Ketentuan ini bertujuan mencegah klaim fiktif, menjamin kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Wakil Ketua



Drs Alaidin, M.H.
image1.emf
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA   DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA   PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG   Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah   Kota Padang, Sum atera Barat 25171  www.pta - padang.go.id,  admin @pta - padang.go.id    


